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ABSTRAK 
 

Ibu kota negara Indonesia secara resmi akan pindah dari DKI Jakarta ke Penajem 

Paser Utara dengan payung hukum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu 

Kota Negara (UU IKN). Dalam UU IKN terdapat permasalahan hukum dan perbenturan 

norma mengenai posisi dan kewenangan Kepala Otorita dalam menyelenggarakan 

pemerintah daerah khusus IKN sehingga menciptakan keambiguan. Pertama, dalam 

Pasal 4 ayat (1) huruf b mengatur bahwa otorita IKN sebagai lembaga setingkat 

kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan daerah khusus IKN. Kedua, dalam 

Pasal 5 ayat (4) mengatur bahwa Kepala Otorita ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan 

oleh presiden setelah berkonsultasi dengan DPR. Ketiga, ketiadaan DPRD dalam 

susunan pemerintahan daerah khusus IKN.  

Untuk menjawab permasalahan hukum tersebut, penelitian ini menggunakan 

pendekatan secara yuridis normatif, hal ini digunakan karena permasalahan mengenai 

norma yang tercantum dalam UU IKN. Metode pengumpulan data melalui studi pustaka 

(library research) yang berhubungan dengan otonomi daerah dan asas-asas 

penyelenggaraan pemerintahan daerah serta perspektif Siyasah Dusturiyyah. Semua data 

yang dihimpun kemudian dianalisis secara kualitatif.  

Hasil penelitian menunjukan bahwa ambiguitas kewenangan Kepala Otorita 

berasal dari keambiguan bentuk pemerintahan daerah IKN. Pemerintahan daerah IKN 

tidak berbentuk daerah otonom dan daerah administratif tapi berbentuk “daerah” yang 

diberikan status khusus. Meskipun tidak dinyatakan sebagai Daerah Administratif 

menurut penulis pemerintahan daerah khusus IKN memiliki corak daerah administratif. 

Sehingga hasil penelitian menunjukan perlu reposisi kedudukan kepala otorita menjadi 

setingkat gubernur. Kepala Otorita ditunjuk dan diangkat langsung oleh Presiden setelah 

berkonsultasi oleh DPR tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Pasal 18 ayat (4) UUD 

NRI, karena statusnya sebagai kepala daerah administratif. Sebagai daerah administratif 

maka DPRD tidak diperlukan di daerah, sehingga perwakilan rakyat di wilayah IKN 

langsung kepada DPR.  

Kata Kunci: Kepala Otorita IKN, Pemerintahan Daerah, Siyasah Dusturiyyah. 
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Abstract  

The national capital of Indonesia will officially move from DKI Jakarta to 

Penajem Paser Utara under the legal umbrella of Law Number 3 of 2022 concerning the 

State Capital (UU IKN). In the IKN Law there are legal issues and clashes of norms 

regarding the position and authority of the Head of the Authority in administering 

regional government specifically for IKN, thus creating ambiguity. First, in Article 4 

paragraph (1) letter b it stipulates that the IKN authority is a ministry-level institution 

that administers regional administration specifically for IKN. Second, Article 5 

paragraph (4) stipulates that the Head of the Authority is appointed, appointed and 

dismissed by the president after consulting with the DPR. Third, the absence of the 

DPRD in the composition of the IKN special local government. 

To answer these legal problems, this study uses a normative juridical approach, 

this is used because of problems regarding the norms contained in the IKN Law. Data 

collection method through literature study (library research) relating to regional 

autonomy and the principles of regional administration and perspectives Siyasah 

Dusturiyyah. All data collected was then analyzed qualitatively. 

The results of the research show that the ambiguity of the authority of the Head 

of the Authority comes from the ambiguity in the form of local government of the IKN. 

The regional administration of IKN is not in the form of autonomous regions and 

administrative regions but in the form of "regions" that are given special status. Although 

not stated as an administrative area, according to the author, the special regional 

government for IKN has an administrative area style. So that the results of the study 

show that it is necessary to reposition the position of the head of the authority to the level 

of governor. The Head of the Authority is appointed and appointed dCirectly by the 

President after consulting with the DPR does not conflict with the principles of Article 

18 paragraph (4) of the Constitution of the Republic of Indonesia, because of his status 

as the head of an administrative area. As an administrative area, DPRD is not needed in 

the regions, so that people's representatives in the IKN area go directly to the DPR. 

Keywords: Head of IKN Authority, Regional Government,Siyasah Dusturiyyah. 
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MOTTO 
 

AL-‘ADABUL FAUQOL ‘ILMI 

 

“ING NGARSO SUNG TULODO, ING MADYA MANGUN KARSA, TUT 

WURI HANDAYANI” 

(KI Hajar Dewantara)  
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HALAMAN PERSEMBAHAN 
 

TERUNTUK ALM KAKEK ARLIAN MASRULI YANG SENANTIASA SELALU 

MENDUKUNG PENDIDIKAN 

TERUNTUK MAMA MASRITA YANG SELALU PERCAYA BAHWA SETIAP 

YANG TERJADI PASTI ADA HIKMAHNYA 

TERUNTUK ABAH TAUFIK RAHMAN YANG SELALU MEMBERIKAN NILAI 

KEHIDUPAN 

TERUNTUK SAUDARA FAIZAL AZMI, NAZWA KAYLA SYAM, DAN 

MUHAMMAD AKBAR SELAKU SUMBER SEMANGAT 
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PEDOMAN PEDOMAN TRANSLITERASI SISTEM TRANSLITERASI ARAB-

LATIN 

 

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa 

lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa 

Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini 

menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama 

Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya 

adalah sebagai berikut: 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba‘ B Be ب

 Ta‘ T Te ت

 Ṡa‘ Ś es (dengan titik di ث

atas) 

 Jim J Je ج

 Ḥa‘ Ḥ ha (dengan titik ح

di bawah) 

 Kha‘ Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż ze (dengan titik ذ

di atas) 

 Ra‘ R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Ṣad Ṣ es (dengan titik di ص

bawah) 

 Ḍad Ḍ de (dengan titik di ض

bawah) 

 Ṭa‘ Ṭ te (dengan titik di ط
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bawah) 

 Ẓa‘ Ẓ zet (dengan titik di ظ

bawah) 

 Ain ‗ koma terbalik di‗ ع

atas 

 Gain G Ge غ

 Fa‘ F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L ‗el ل

 Mim M ‗em م

 Nun N ‗en ن

 Waw W W و

 Ha‘ H Ha ه

 Hamzah ‗ Apostrof ء

 Ya‘ Y Ye ي

 Ṣad Ṣ es (dengan titik ص

di bawah) 

 Ḍad Ḍ de (dengan titik ض

di bawah) 

sط Ṭa‘ Ṭ te (dengan titik 

di bawah) 

 Ẓa‘ Ẓ zet (dengan titik di ظ

bawah) 

 Ain ‗ koma terbalik di‗ ع

atas 

 Gain G Ge غ

 Fa‘ F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L ‗el ل

 Mim M ‗em م

 Nun N ‗en ن

 Waw W W و

 Ha‘ H Ha ه

 Hamzah ‗ apostrof ء

 Ya‘ Y ye ي
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B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah 

 ditulis muta’addidah 

 
 

ditulis ’iddah 

 

C.  Ta’ Marbûţah di Akhir Kata 

1. Bila dimatikan ditulis h 

 

 
ditulis ḥikmah 

 ditulis ’illah 

 

Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap 

dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila 

dikehendaki lafal aslinya). 

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, haka 

ditulis dengan h.  

 

3. Bila ta’ marbûţah hidup atau dengan ahrakat fathah kasrah dan dammah 

tulis t atau h 

 

D. Vokal Pendek 

 

  ditulis Karāmah al-Auliyā’ 

  ditulis Zakāh al-Fiţri 
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1. ----َ¯ ---- Fatḥah ditulis a 

2. ----َ_ ---- Kasrah ditulis i 

3. ----َ˚ ---- Ḍammah ditulis u 

 

E. Vokal Panjang 

 

 

F. Vokal Rangkap 

 

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof 
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H. Kata Sandang Alif + Lam 

1. Bila diikuti Qamariyyah 

 

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya. 

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat 

     Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya. 

J. Pengecualian 

1. Bahasa Arab yang umum atau lazim terdapat dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, misalnya: al-Qur’an, hadist, zakat dan mazhab.  

2. Penulisan judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah 

dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab 
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3. Penulisan nama pengarang yang menggunakan nama bahasa Arab, tapi 

berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Muhammad, 

Ahmad, Syakur, Soleh.  

4. Nama Penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko 

Haramain, Yanbu’. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Wacana pemindahan Ibu Kota Negara telah ada sejak masa pemerintah 

Presiden Soekarno pada tahun 1957.1 Menurut Kementerian PPN/Bappenas sejak 

tahun 2017 Jakarta tidak layak lagi menjadi ibu kota negara. Hal ini dikarenakan 

kondisi DKI Jakarta mengalami pertambahan penduduk yang tidak terkendali, 

penurunan dan fungsi lingkungan, tingkat kenyamanan hidup yang terus menurun, 

dan ketidakmerataan persebaran pertumbuhan ekonomi di luar Jakarta dan Pulau 

Jawa dengan wilayah lain.2 Hingga akhirnya pada 16 Agustus 2019, dalam sidang 

bersama DPD RI dan DPR RI. Presiden Republik Indonesia secara resmi melalui 

pidato menyatakan pemindahan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan.3  

Konstitusi Indonesia tidak mengatur mengenai kedudukan ibu kota negara, 

frasa ibu kota setidaknya hanya disebutkan 2 kali. Pertama, dalam Pasal 2 UUD NRI 

1945 mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berbunyi, “Majelis 

Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota 

negara”. Kedua, dalam Pasal 23G mengatur mengenai Badan Pemeriksaan 

Keuangan yang berbunyi “Badan Pemeriksa

 
1 Surya Dwi Saputra, Thomas Gabriel J, and Mhd Halkis, "Analisis Strategi Pemindahan Ibu Kota 

Negara Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Pertahanan (Studi Kasus Upaya Pemindahan Ibu Kota 

Negara Dari DKI Jakarta Ke Kutai Kartanegara Dan Penajam Paser Utara)" | Jurnal Ekonomi Pertahanan 

, 2021, VII. Hlm, 199 
2 Kementerian PPN/Bappenas, IBU KOTA NEGARA, 2021. Hlm,4-5 
3 Presiden Jokowi Tegaskan Rencana Pemindahan Ibu Kota di Hadapan Anggota Dewan 

https://www.setneg.go.id/baca/index/presiden_jokowi_tegaskan_rencana_pemindahan_ibu_kota_di_had

apan_anggota_dewan diakses pada 30 Oktober 2022 Pukul 18:34 WIB.   

https://www.setneg.go.id/baca/index/presiden_jokowi_tegaskan_rencana_pemindahan_ibu_kota_di_hadapan_anggota_dewan
https://www.setneg.go.id/baca/index/presiden_jokowi_tegaskan_rencana_pemindahan_ibu_kota_di_hadapan_anggota_dewan
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Keuangan berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di 

setiap provinsi.”. Sehingga selama ini aturan mengenai Ibu Kota Negara hanya 

diatur dalam undang-undang.  

Kebijakan pemindahan ibu kota negara yang digagas Presiden telah 

memiliki payung hukum dengan disahkannya UU Nomor 3 Tahun 2022 

Tentang Ibu Kota Negara (Selanjutnya disebut UU IKN). Pada awalnya, 

disahkannya undang-undang a quo mendapatkan beberapa kritikan, salah 

satunya disampaikan oleh Pipin Sopian selaku Juru Bicara Partai Keadilan 

Sejahtera (PKS) yang menyatakan pembahasan RUU IKN di DPR dilakukan 

secara ugal-ugalan, hal ini dikarenakan banyak pembahasan Daftar 

Inventarisasi Masalah (DIM) RUU IKN masih banyak yang belum selesai.4 

Diluar dari permasalahan politik hukum pembentukan UU IKN. Tulisan ini 

hanya akan fokus mengkaji mengenai permasalahan Kepala Otorita yang 

merupakan Kepala Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara 

sebagaimana amanat dalam Pasal 1 UU IKN. Setidaknya terdapat beberapa 

permasalahan dan perbenturan norma mengenai posisi dan kewenangan Kepala 

Otorita dalam menyelenggarakan pemerintah daerah khusus IKN.  

Pertama, dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b menjelaskan bahwa otorita IKN 

sebagai lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan 

daerah khusus IKN5. Melalui frasa “setingkat kementerian” menunjukan bahwa 

 
4 PKS:Pembahasan RUU IKN di DPR Ugal-ugalan 

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220114095800-32-746502/pks-pembahasan-ruu-ikn-di-

dpr-ugal-ugalan. Diakses pada 30 Oktober 2022 Pukul 20:30 WIB 
5 Lihat Pasal 4 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 

Tentang Ibu Kota Negara 

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220114095800-32-746502/pks-pembahasan-ruu-ikn-di-dpr-ugal-ugalan
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220114095800-32-746502/pks-pembahasan-ruu-ikn-di-dpr-ugal-ugalan
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otorita memiliki kedudukan setingkat dengan kementerian bukan setingkat 

dengan Gubernur, padahal dalam Pasal 1 ayat (10) dijelaskan yang dimaksud 

dengan kepala otorita IKN adalah kepala pemerintah daerah khusus IKN6. Frasa 

“Pemerintah Daerah” secara jelas merujuk mengenai daerah yang dalam hal ini 

adalah daerah provinsi. Merujuk pada Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 

menjelaskan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai 

kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara 

demokratis, apabila dipahami secara sistematis maka kepala pemerintah daerah 

provinsi adalah Gubernur bukan kepala otorita yang kedudukannya setingkat 

dengan Menteri. Sehingga kedudukan kepala otorita yang dinyatakan setingkat 

dengan menteri membuat rancu dan menjadi permasalahan hukum baru.  

Kedua, dalam Pasal 5 ayat (4) UU IKN mengatur bahwa kepala otorita 

IKN merupakan kepala pemerintahan daerah khusus ibu kota nusantara yang 

kedudukannya setingkat menteri, ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh 

presiden setelah berkonsultasi dengan DPR.7 Hal ini menjadi problematika 

karena merujuk kembali Pasal 18 ayat (4) bahwa masing-masing kepala 

pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. 

Frasa “dipilih secara demokratis” meskipun terjadi perdebatan panjang saat 

amandemen UUD NRI 1945, yakni terdapat dua pandangan yang berbeda. 

Pendapat pertama menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah dilakukan secara 

langsung oleh rakyat dan tidak melalui sistem perwakilan oleh DPRD. 

 
6 Lihat Pasal 1 Ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 

Tentang Ibu Kota Negara 
7 Lihat Pasal 5 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang 

Ibu Kota Negara 
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Sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah tetap 

dilakukan oleh DPRD.8 Salah satu fraksi yang mengusulkan agar pemilihan 

kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat adalah fraksi Partai Persatuan 

Pembangunan (PPP) yang dalam hal ini diwakili oleh Ali Marwan Hanan, 

menyatakan:9 

“Presiden itu dipilih secara langsung maka pada pemerintah daerah 

pun gubernur dan bupati, walikota itu dipilih langsung oleh rakyat. 

Undang-undang dan tata caranya nanti akan kita atur. Dengan 

undang-undang dan tata caranya nanti kita atur. Dengan undang-

undang yang nanti akan terkait dengan undang-undang otonomi 

daerah itu sendiri.”  

 

Setelah melalui perdebatan panjang maka rumusan Pasal 18 ayat (4) 

UUD NRI 1945 menggunakan frasa “dipilih secara demokratis” dengan 

harapan pemilukada lebih bersifat fleksibel. Sehingga, diberikan kepada 

pembuat undang-undang sebagai opened legal policy untuk menentukan sistem 

pemilukada yang sesuai dengan kondisi daerah tertentu, apakah dipilih secara 

langsung atau melalui perwakilan di DPRD. Menurut Taufiqurrohman Syahuri 

rumusan “dipilih secara demokratis” dalam ketentuan Pemilukada 

mempertimbangkan daerah-daerah yang bersifat khusus dan istimewa.10 

Sedangkan menurut Jimly Asshiddiqie “dipilih secara demokratis” bersifat 

luwes, sehingga mencakup pengertian pemilihan langsung oleh rakyat ataupun 

oleh DPRD seperti pada umumnya dipraktekan di daerah-daerah berdasarkan 

 
8 Janedjri M Gaffar, Politik Hukum Pemilu (Jakarta: Konstitusi Press, 2012). Hlm, 93 
9 Tim Penyusun Naskah Komprehensif, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Buku IV Kekuasaan Pemerintahan Negara 

Jilid 2 (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010). Hlm, 1182 
10 Titik Triwulan, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia (Jakarta: Prestasi Pustaka, 

2006). Hlm, 119 
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ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.11 Hal ini dipertegas 

kembali dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-IX/2013 bahwa 

menurut mahkamah pemilihan kepala daerah “dipilih secara demokratis” dapat 

dilaksanakan dengan pemilihan secara langsung oleh rakyat (demokrasi 

langsung) atau melalui DPRD (demokrasi perwakilan) kedua cara tersebut 

sama-sama masuk kategori sistem yang demokrasi.12  

Dinamika perkembangan pemilihan kepala daerah berdasarkan Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang membawa perubahan fundamental yang 

sebelumnya kepala daerah menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 

dipilih dan bertanggung jawab kepada DPRD, sedangkan UU Nomor 32 Tahun 

2004 mengatur bahwa kepala daerah dan wakil kepada daerah dipilih dalam 

satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan.13 Hal 

ini mengalami perubahan kembali melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

2014 yang kembali mengatur bahwa kepala daerah dapat dipilih melalui DPRD 

tanpa pemilihan langsung, hal ini menimbulkan problematika karena menurut 

beberapa pakar dengan berlakunya UU Nomor 22 Tahun 2014 merupakan 

wujud kemunduran Indonesia sebagai negara demokrasi. Setelah mengalami 

penolakan besar dari masyarakat maka UU a quo dicabut dan dikeluarkannya 

Perpu Nomor 1 Tahun 2014 yang kemudian disahkan menjadi UU Nomor 1 

Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang mengatur 

 
11 Jimly Asshiddiqie, Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat 

(Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002). Hlm, 22 
12 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-IX/2013 Halaman 55  
13 Lihat Pasal 24 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
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menegaskan bahwa kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat. Adapun 

landasan yuridis Pilkada saat ini UU Nomor 1 Tahun 2015, UU Nomor 8 Tahun 

2015, dan UU No 10 Tahun 2016 yang mengatur mengenai pemilihan 

Gubernur, Bupati, dan Walikota mengatur bahwa pemilihan kepala daerah 

dipilih secara langsung oleh rakyat terkecuali untuk daerah khusus dan 

Istimewa. 

Sejauh ini terdapat 4 daerah yang bersifat khusus yaitu Provinsi Papua, 

Provinsi Papua Barat, Provinsi Aceh, dan Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan 

terdapat 2 daerah yang bersifat Istimewa yaitu Provinsi Aceh, dan Provinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta. Asal kekhususan dan keistimewaan daerah 

tersebut berasal dari hak asal-usul dan sejarah yang kemudian diakui oleh 

negara. Sebagaimana yang dianulir dalam Pasal 18B ayat 1 UUD NRI 1945 

bahwa Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah 

yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-

undang.14 Akan tetapi dari 4 daerah khusus dan 2 daerah Istimewa tidak ada 

satupun daerah yang kepala daerahnya ditunjuk, diangkat dan diberhentikan 

langsung oleh Presiden. Sehingga kasus ini memiliki permasalahan hukum baru 

mengenai legimitasi Presiden dalam menunjuk, meangkat, dan 

memberhentikan kepala daerah khusus IKN.  

Ketiga, dalam Bab III UU IKN yang mengatur mengenai bentuk, 

susunan, kewenangan, dan urusan pemerintahan, hingga undang-undang-nya 

secara keseluruhan tidak mengakomodir keberadaan DPRD sebagai perwakilan 

 
14 Lihat Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
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rakyat di sana. Secara konseptual ketiadaan DPRD tersebut baik pada tingkat 

provinsi maupun kabupaten/kota bertentangan dengan Pasal 18 ayat (3) UUD 

NRI 1945 yang menyatakan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah 

kabupaten, dan kota memiliki DPRD yang anggota-anggotanya dipilih melalui 

pemilihan umum. 15 Ketiadaan DPRD di wilayah IKN tergambar lebih jelas lagi 

dalam Pasal 13 UU IKN yang menyatakan bahwa pemilihan umum hanya 

dilaksanakan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, dan 

anggota DPD.16 Sekalipun dianggap sebagai daerah khusus, ketiadaan DPRD 

tentu menerobos otonomi daerah yang salah satu wujudnya adalah pemerintah 

daerah yang dijalankan oleh rakyat atau adanya wakil rakyat di daerah. DPRD 

sendiri memiliki fungsi krusial dalam pemerintahan daerah yang diatur dalam 

Pasal 96 UU Nomor 23 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa DPRD Provinsi 

memiliki fungsi pembentukan Perda provinsi, anggaran, dan pengawasan.17 

Disamping itu dalam konsep otonomi daerah yang melaksanakan otonomi 

daerah adalah kepala daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah, 

sehingga hal ini memberikan permasalahan hukum baru bagaimana 

pelaksanaan otonomi daerah di daerah khusus IKN dengan ketiadaan DPRD di 

daerahnya. 

Problematika Kepala Otorita IKN tidak hanya berhenti pada tataran ini. 

Dalam naskah akademik UU IKN, tujuan dari Kepala Otorita cenderung hanya 

 
15 Lihat Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
16 Lihat Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu 

Kota Negara 
17 Lihat Pasal 96 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 
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berfokus untuk proses pembangunan ibu kota baru, bukan sebagai kepala 

pemerintahan daerah. Sebelumnya terdapat empat alternatif lembaga yang 

dipertimbangan untuk memimpin daerah khusus IKN yaitu: (1) Lembaga 

berbentuk otonom yang disebut badan yang mengadakan persiapan, 

pembangunan, dan pemindahan IKN, (2) Lembaga berbentuk koordinasi dan 

pengendalian strategis, (3) Menjadikan kementerian/lembaga tertentu sebagai 

koordinator pengembangan IKN, atau (4) Pengembangan ibukota baru 

dilakukan dengan mengoptimalkan fungsi kementerian/lembaga yang ada 

selama ini.18 Dari semua alternatif, dipilih lembaga berbadan khusus dalam hal 

ini badan otorita karena dinilai lebih banyak keunggulan ketimbang kelemahan 

yang mampu terbentuk dengan cepat serta mengintegrasikan permasalahan 

lintas sektor. Sehingga sesuai dengan kebutuhan, tugas dan peran lembaga yang 

dapat mengelola anggaran secara penuh, dan memiliki kewenangan 

mengkonsistenkan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan.19 

Pertimbangan pemilihan badan otorita untuk memimpin wilayah IKN 

tersebutlah sebagai bukti bahwa Kepala Otorita cenderung hanya berfokus 

untuk proses pembangunan ibu kota baru, bukan sebagai kepala Pemerintahan 

Daerah. Seharusnya apabila fokus utama untuk proses pembangunan, 

kewenangan Kepala Otorita tidak ditindaklanjuti sebagai kepala pemerintahan 

daerah cukup badan ad hoc yang bertugas ketika proses pemindahan ibu kota 

negara.  

 
18 Kementerian PPN/Bappenas, Ibu Kota Negara, 2021. Hlm. 27. 
19 Ibid, Hlm. 28.  
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Menurut penulis penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui 

bagaimana kewenangan Kepala Otorita dalam menyelenggarakan pemerintahan 

daerah, sebagaimana pemaparan diatas bahwa kewenangannya banyak 

berbenturan dengan konsep pemerintahan daerah yang tercantum dalam BAB 

VI UUD NRI 1945. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk menyusun skripsi 

dengan judul “AMBIGUITAS KEWENANGAN KEPALA OTORITA DALAM 

MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN DAERAH KHUSUS IBU KOTA 

NUSANTARA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYYAH” 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Kewenangan Kepala Otorita dalam Menyelenggarakan 

Pemerintah Daerah Khusus IKN Ditinjau dari Konsep Otonomi Daerah dan 

Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah? 

2. Bagaimana Kewenangan Kepala Otorita dalam Menyelenggarakan 

Pemerintahan Daerah Khusus IKN Ditinjau dari Perspektif Siyasah 

Dusturiyyah? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan 

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu: 

a. Untuk Mengetahui dan Menganalisa Kewenangan Kepala Otorita dalam 

Menyelenggarakan Pemerintah Daerah Khusus IKN Ditinjau dari 

Konsep Otonomi Daerah dan Asas Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah. 
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b. Untuk Mengetahui dan Menganalisa Kewenangan Kepala Otorita dalam 

Menyelenggarakan Pemerintah Daerah Khusus IKN Ditinjau dari 

Perspektif Siyasah Dusturiyyah. 

2. Kegunaan 

Adapun kegunaan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

a. Kegunaan Teoritis 

Diharapkan penelitian ini berguna untuk memberikan sumbangan ilmu 

pengetahuan di bidang Hukum Tata Negara, khususnya di dalam 

pembentukan peraturan perundang-undangan. Disamping itu tulisan ini 

juga berguna untuk memperkaya referensi terkait kewenangan Kepala 

Otorita IKN yang saat ini masih minim.  

b. Kegunaan Praktis 

Hal ini berguna untuk pembentuk peraturan perundang-undangan 

(legislator). Mengingat salah satu permasalahan hukum dalam ibukota 

negara baru adalah kewenangan Kepala Otorita IKN, penelitian ini 

dengan merujuk kepada aturan yang seharusnya (das sollen) untuk 

mengetahui kecocokan (relevansi) atau ketidakcocokkan (diskrepansi) 

sehingga konsep tersebut dapat diterapkan secara benar.  

D. Telaah Pustaka 

Setelah Penulis melakukan penelusuran dari berbagai literatur terkait 

dengan tema “Ambiguitas Kewenangan Kepala Otorita Dalam 

Menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara 

Perspektif Siyasah Dusturiyyah.” Ditemukan beberapa karya hasil penelitian 
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yang memiliki keterkaitan dengan tema, akan tetapi tidak ada yang secara 

spesifik sama membahas tentang kewenangan Kepala Otorita dalam 

menyelenggarakan pemerintahan daerah khusus ibu kota nusantara.  

Pertama, adalah skripsi yang ditulis oleh Fikri Himawan dari Fakultas 

Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 

dengan judul “Implikasi Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Republik 

Indonesia Perspektif Maslahah Mursalah”.20 Secara garis besar penelitian ini 

membahas mengenai dampak yang terjadi apabila dilakukan pemindahan ibu 

kota negara, kemudian dampak tersebut juga diteliti menggunakan konsep 

Maslahah Mursalah. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa implikasi 

terhadap rencana pemindahan ibu kota negara tidak sesuai dengan syarat dan 

tujuan dari konsep Maslahah Mursalah yaitu mendatangkan kebaikan atau 

menjauhi keburukan. Karena lokasi IKN yang dipilih saat ini juga telah 

mengalami kerusakan lingkungan seperti banjir, polusi udara, pencemaran air, 

kebakaran hutan, kurangnya ruang terbuka hijau, hingga ancaman terhadap 

flora dan fauna. Jika dilihat dari aspek politik, maka pemindahan ibu kota 

negara penuh dengan pesan politik karena dikeluarkan pada masa akhir jabatan 

dan menjelang pilpres, sehingga seakan-akan memiliki pesan terselubung untuk 

melanjutkan masa kepemimpinan periode kedua. Dilihat dari aspek ekonomi, 

pemindahan ibu kota negara akan berdampak pada perkembangan ekonomi 

yang hanya akan terjadi pada wilayah sekitar IKN, dan tidak pada wilayah 

 
20 Fikri Hirmawan, ‘Implikasi Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia 

Perspektif Maslahah Mursalah’ (Yogajakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogjakarta, 2021). 
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lainnya. Dari penjelasan tersebut dapat dilihat perbedaan yang signifikan, yaitu 

fokus penelitian yang ditulis penyusun membahas mengenai kewenangan 

kepala otorita dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah khusus IKN tidak 

membahas mengenai dampak pemindahan ibu kota negara tersebut. 

Kedua, adalah skripsi yang ditulis oleh Abdul Jabbar Ridho dari 

Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 

dengan judul “Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia 

Dalam Perspektif Fikih Siyasah”.21 Secara garis besar penelitian ini membahas 

mengenai pengambilan keputusan pemindahan Ibu Kota Negara Republik 

Indonesia dan faktor-faktor yang melatarbelakanginya. Hal ini dikarenakan 

pemindahan Ibu Kota Negara tidak diatur secara jelas dalam UUD NRI 1945, 

sehingga menimbulkan fleksibilitas yang tinggi mengenai pengambilan 

kebijakan tersebut. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor utama yang 

melatarbelakangi pemindahan ibu kota karena kepadatan Jakarta. Apabila 

ditinjau dari perspektif fikih siyasah menunjukan pemindahan ibu kota negara 

dari Jakarta ke Kalimantan dapat dilakukan guna kemaslahatan umat mengingat 

Jakarta yang tidak bisa terus-menerus menjadi ibu kota negara. Perbedaan 

penelitian sangat signifikan, bahwa skripsi yang dibahas oleh penyusun adalah 

kewenangan kepala otorita selaku kepala pemerintahan daerah. Sedangkan 

 
21 Abdul Jabbar Ridho, Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia 

Dalam Perspektif Fikih Siyasah, UIN Syarif Hidayatullah, 2020, II 

<http://clik.dva.gov.au/rehabilitation-library/1-introduction-

rehabilitation%0Ahttp://www.scirp.org/journal/doi.aspx?DOI=10.4236/as.2017.81005%0Ahttp://

www.scirp.org/journal/PaperDownload.aspx?DOI=10.4236/as.2012.34066%0Ahttp://dx.doi.org/1

0.1016/j.pbi.201>. 
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penelitian dalam jurnal ini fokus membahas wacana pemindahan ibu kota 

negara mengingat penelitian ini ditulis pada tahun 2020 dan belum dibentuk UU 

Nomor 3 Tahun 2022. 

 Ketiga, adalah Jurnal Penelitian yang ditulis oleh Fikri Hadi dan Rosa 

Ristawati, dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga dalam Jurnal Konstitusi 

dengan judul “Pemindahan Ibu Kota Indonesia dan Kekuasaan Presiden dalam 

Perspektif Konstitusi”.22 Secara garis besar penelitian ini membahas mengenai 

konsep ibu kota di Indonesia baik dengan membandingkan diluar negeri 

maupun membahas dalam perspektif sejarah konstitusi di Indonesia. Penelitian 

ini juga membahas mengenai kewenangan Presiden dalam melakukan 

pemindahan dan penetapan ibu kota. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 

secara konstitusional Presiden RI tidak mempunyai kewenangan mutlak untuk 

memindahkan ibu kota. Presiden mempunyai kekuasaan untuk mengajukan 

usul pemindahan ibu kota untuk selanjutnya harus dibahas bersama dan 

mendapatkan persetujuan dari parlemen. Persamaan penelitian ini dengan 

skripsi yang ditulis penyusun terletak pada pembahas pemindahan ibu kota 

negara. Sedangkan skripsi penyusun fokus membahas mengenai kewenangan 

kepala otorita dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah khusus ibukota 

nusantara bukan membahas mengenai kewenangan presiden dalam 

memindahkan ibu kota negara. 

 
22 Fikri Hadi and Rosa Ristawati, ‘Pemindahan Ibu Kota Indonesia Dan Kekuasaan 

Presiden Dalam Perspektif Konstitusi’, Jurnal Konstitusi, 17.3 (2020), 530–57 

<https://doi.org/10.31078/jk1734>.  
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Keempat, adalah jurnal yang ditulis oleh Ervin Nugrohosudin dari 

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang berjudul 

“Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara”.23 Secara garis besar 

penelitian ini membahas mengenai tugas, fungsi, dan wewenang kepala otorita 

dan bagaimana kedudukan Kepala Otorita berdasarkan UU IKN. Perbedaan 

dengan skripsi yang disusun penyusun terletak pada pembahasan, dapat dilihat 

dari hasil penelitian dalam jurnal ini menyatakan bahwa dengan dibentuknya 

Otorita IKN dengan kepala Otorita sebagai pemimpin tertinggi, diharapkan 

dapat terbentuk tata pemerintahan yang visioner dan membawa perubahan yang 

baik pada Ibu Kota Negara yang baru, dapat ditarik kesimpulan bahwa penulis 

jurnal tidak menyatakan terdapat masalah mengenai kewenangan Kepala 

Otorita, sedangkan bagi penyusun skripsi kewenangan Kepala Otorita memiliki 

masalah dan terdapat ambiguitas dalam menyelenggarakan pemerintahan 

daerah khusus IKN.  

Kelima, adalah jurnal yang tulis oleh penulis sendiri beserta rekan yakni 

Muhammad RM Fayasy Failaq yang berjudul “Diskrepansi Sistem 

Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara”.24 Secara 

garis besar penelitian ini membahas konsep pemerintah daerah  maupun  status  

kewilayahan  IKN. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa danya  

ketidaksesuaian  konsep  kekuasaan  dan  kewilayahan  pemerintah  daerah  

 
23 Ervin Nugrohosudin, ‘Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara’, Jurnal Legislatif, 

5.2 (2022), 79–90. 
24 M.R.F Failaq and F.A Arelia, ‘Diskrepansi Sistem Pemerintahan Daerah Khusus Ibu 

Kota Negara ( IKN ) Nusantara’, 1 (2022), 57–69. 
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khusus  IKN  yang  terbukti  dengan  sistem daerah khusus setingkat provinsi 

yang tidak dikenal dalam pembagian wilayah di Indonesia sebagaimana dalam 

Pasal 18 ayat (1) UUD NRI 1945, serta penerapan daerah administrasi yang 

terlepas dari adanya daerah otonom di IKN yang tidak sesuai dengan  konsepsi  

pemerintah  daerah  di  Indonesia  yang  menganut  sistem  prefektur  terintegrasi 

serta semangat otonomi daerah yang disuarakan  pasca reformasi. Perbedaan 

penelitian terletak pada subjek penelitian, penelitian dalam skripsi ini hanya 

akan fokus membahas kewenangan Kepala Otorita selaka kepala daerah khusus 

IKN. 

Beberapa literatur-literatur yang telah dipaparkan di atas, tidak 

ditemukan yang membahas secara signifikan tentang persoalan yang diuraikan 

dalam skripsi ini. Meskipun diantaranya yang mengkaji mengenai Ibu Kota 

Negara baru dan ada juga yang membahas mengenai kewenangan Kepala 

Otorita sebagai Kepala Daerah. Pembahasan-pembahasan tersebut masih 

umum, dan belum ada yang membahas secara mendalam mengenai 

kewenangan Kepala Otorita dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah 

Ibu Kota Nusantara, khususnya ditinjau dari perspektif Siyasah Dusturiyyah.  

E. Kerangka Teoretik 

1. Pemerintahan Daerah 

a. Konsep Otonomi Daerah 

Pengertian otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1974 adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk 

mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan 



36 
 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan menurut 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 memberikan definisi bahwa 

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri 

berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 hingga 

Undang-Undang Pemerintahan Daerah saat ini yaitu Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 memberikan definisi otonomi daerah sebagai 

hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan 

mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi 

daerah pada hakikatnya adalah: 

i. Hak mengurus rumah tangga sendiri bagi suatu daerah otonom. 

Mengurus rumah tangga sendiri meliputi mengurus penetapan 

kebijaksanaan sendiri, pelaksanaan sendiri, serta pembiayaan dan 

pertanggungjawaban daerah sendiri. 

ii. Dalam menjalankan hak mengurus dan mengatur rumah tangga 

sendiri, daerah tidak menjalankan dan mengatur di luar dari batas-

batas wilayah daerahnya 

iii. Daerah tidak mengatur dan ikut campur dalam mengurus rumah 

tangga daerah lain diluar dari wewenang dan urusan diserahkkan  

kepadanya.  
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Pada hakikatnya Otonomi daerah diberikan kepada rakyat 

sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang diberikan 

oleh pemerintah pusat kepada daerah. Dalam pelaksanaan otonomi 

daerah dilaksanakan oleh kepala daerah dan DPRD dibantu oleh 

Perangkat Daerah. Tanggung jawab akhir tetap berada pada Presiden, 

sehingga dalam pelaksanaan otonomi daerah maka Presiden melakukan 

pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaran Pemerintahan 

Daerah. 25 

Konsep otonomi daerah ini akan digunakan untuk menjawab 

pertanyaan dari rumusan masalah pertama yakni bagaimana 

kewenangan Kepala Otorita dalam menyelenggarakan Pemerintahan 

Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.  

c. Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

i. Asas Desentralisasi 

Berdasarkan Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan definisi 

bahwa yang dimaksud dengan Asas Desentralisasi adalah 

penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada 

daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.  

ii. Asas Dekonsentrasi 

 
25 LIhat bagian lampiran penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah 
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Berdasarkan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan definisi 

bahwa yang dimaksud dengan Asas Dekonsentrasi adalah 

pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil 

Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, 

dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung 

jawab urusan pemerintahan umum. 

iii. Asas Tugas Pembantuan (Medebewind) 

Berdasarkan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan definisi 

bahwa yang dimaksud dengan tugas pembantuan adalah penugasan 

dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan 

sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada 

Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. 

Asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah ini yang terdiri 

dari Asas Desentralisasi, Asas Dekonsentrasi, dan Asas Tugas 

Pembantuan akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah 

pertama, yakni bagaimana kewenangan Kepala Otorita dalam 

menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.  

3. Siyasah Dusturiyyah 
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Kata Siyasah Dusturiyyah terdiri dari dua kata yakni siyasah dan 

dusturiyah. Kata siyasah berasal dari kata sasa yang berarti mengatur, 

mengurus dan memerintah. Siyasah dapat juga diartikan sebagai 

pemerintahan keputusan, pembuat kebijaksanaan, pengurusan dan 

pengawasan.26 Siyasah dapat juga dipahami sebagai ilmu pemerintahan 

yang mengatur mengenai pengendalian tugas dalam negeri maupun tugas 

luar negeri, yang berupa politik dalam dan luar negeri serta kemasyarakatan, 

yakni mengatur mengenai kehidupan umum atas dasar keadilan dan 

istiqomah.27 Sedangkan menurut Abu al-Wafa Ibn ‘Aqil siyasah dapat 

dipahami sebagai suatu Tindakan yang mengantar rakyat lebih dekat kepada 

kemaslahatan dan jauh dari kemaslahatan, meskipun hal tersebut tidak 

diatur dalam wahyu Allah dan tidak ditetapkan oleh Rasulullah. Husain 

Fauzy al-Nazzar memberikan definisi bahwa siyasah adalah pengaturan 

kepentingan dan pemeliharaan kemaslahatan rakyat serta pengambilan 

kebijakan yang tepat demi menjamin terciptanya kemaslahatan umat.28 

Sedangkan kata “dustur” dalam bahasa Persia yang memiliki arti 

“seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama”. 

Sedangkan dalam Bahasa Arab, kata dustur berkembang pengertiannya 

menjadi asas, dasar, dan pembinaan. Menurut istilah, dustur berarti 

kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antar 

 
26 Jeje Abdul Rojak, Hukum Tata Negara Islam (Surabaya: UINSA PRESS, 2014). Hlm, 

15 
27 Suyuti Pulungan, Fiqh Siyasah (Jakarta: Grafindo Persada, 1997). Hlm, 127 
28 Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyyah 

Refleksi Atas Teori Dan Praktek Hukum Tata Negara Di Indonesia, Journal of Chemical 

Information and Modeling, 2019, LIII. Hlm, 9 
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sesame anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang yang tertulis 

(konstitusi) ataupun yang tidak tertulis (konvensi).29 Kata dustur sama 

dengan kata constitution dalam Bahasa Inggris, atau undang-undang dalam 

Bahasa Indonesia.  

Siyasah Dusturiyyah adalah bagian dari fiqih siyasah yang 

membahas mengenai masalah peraturan atau Undang-Undang, konsep-

konsep dasar konstitusi latar belakang lahirnya sebuah peraturan, dan proses 

legislasi atau politik hukum pembuatan peraturan perundang-undangan. 

Selain itu Siyasah Dusturiyyah juga membahas tentang konsep negara 

hukum dalam Islam mengenai hubungan antara penguasa dan warga negara, 

serta jaminan terhadap hak-hak asasi manusia.30 

Siyasah Dusturiyyah juga mempelajari hubungan antara pemimpin 

pada satu pihak dalam hal ini negara dan rakyat sebagai pihak lain, serta 

kelembagaan-kelembagaan yang terdapat dalam masyarakat. Pembahasan 

utama dari Siyasah Dusturiyyah meliputi hal-hal berikut: 

a. Kajian tentang konsep imamah, khilafah, imarah, mamlakah, mengenai 

hak dan kewajibannya  

b. Kajian tentang rakyat, kedudukan, hak, dan kewajibannya 

c. Kajian tentang bai‟ah dari zaman ke zaman 

d. Kajian tentang Waliyul Ahdi  

e. Kajian tentang perwakilan atau wakalah  

 
29 Iman Amsuri Jailani, Hukum Tata Negara Islam (Surabaya: IAIN Press, 2011). Hlm,  22 
30 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam (Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2014). Hlm, 177 
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f. Kajian tentang ahl al-halli wa al-aqd 

g. Kajian tentang wuzarah, sistem pemerintahan presidentil dan 

parlementer  

h. Kajian tentang pemilihan umum 

Secara sederhana Siyasah Dusturiyyah adalah kajian fikih yang 

mengatur hubungan antara pemimpin, lembaga negara dan rakyatnya. 

Sebagaimana pembahasan dalam penelitian kali ini membahas mengenai 

kewenangan Kepala Otorita dalam menyelenggarakan pemerintahan 

daerah, kepala otorita dalam hal ini dapat diumpamakan sebagai lembaga 

negara. Maka, tepat kiranya penelitian kewenangan kepala otorita dalam 

penelitian ini selain ditinjau dari konsep pemerintahan daerah dalam hukum 

positif di Indonesia, tapi juga ditinjau dari Siyasah Dusturiyyah yang 

mengatur hubungan antara pemimpin, lembaga negara dan rakyatnya dalam 

pandangan hukum islam.  

Perspektif Siyasah Dusturiyyah akan digunakan untuk 

menggunakan rumusan masalah kedua, yakni bagaimana kewenangan 

Kepala Otorita dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus 

IKN ditinjau dari perspektif Siyasah Dusturiyyah, perspektif ini digunakan 

agar permasalahan juga terjawab dari kacamata hukum Islam.  

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan cara atau tuntutan yang dilakukan agar 

penelitian dapat menjadi penelitian yang baik dan benar, maka dibutuhkan 

sebuah metode penelitian yang diterapkan dan disusun secara sistematis. 
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Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk 

menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin 

hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.31 Dalam penelitian hukum 

berdasarkan jenis, sifat dan tujuannya secara umum dapat dibedakan menjadi 2 

(dua) yaitu penelitian hukum empiris dan penelitian hukum normatif. Namun 

dalam praktek penelitian hukum di Indonesia dibagi menjadi 3 (tiga) jenis 

penelitian hukum yakni:32 

1. Penelitian hukum normatif. 

2. Penelitian hukum empiris dam 

3. Penelitian hukum normatif-empiris.  

Sedangkan menurut Soerjono Soekarno, membagi penelitian hukum 

hanya menjadi 2 (dua) macam, yaitu:33 

1. Penelitian hukum normatif; dan 

2. Penelitian hukum empiris. 

Adapun jenis, sifat, pendekatan, sumber bahan hukum, teknik 

pengumpulan bahan hukum, dan teknik pengolahan dan analisis bahan hukum 

yang digunakan penulis adalah: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum 

normatif. Menurut E. Saefullah Wiradipradja menjelaskan bahwa penelitian 

 
31 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2019). Hlm, 29 
32 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram-NTB: Mataram University Press, 

2020). Hlm, 25 
33 Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan 

Singkat (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 1995). Hlm, 13-14 
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hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji norma hukum 

positif sebagai objek kajiannya.34 Penelitian hukum normatif dapat juga 

disebut sebagai penelitian hukum doktrinal, karena penelitian ini dilakukan 

dengan menganalisa peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan 

hukum. Penelitian ini disebut juga sebagai penelitian kepustakaan ataupun 

studi dokumen.  

2. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif-analisis, 

Penelitian deskriptif akan berfokus pada penjelasan sistematis mengenai 

materi atau fakta yang diperoleh saat penelitian, kemudian data yang 

didapatkan dikaji dan dianalisa menggunakan teori yang digunakan. 

3. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute 

approach) yang berlaku di Indonesia.  

4. Sumber Bahan Hukum Penelitian 

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Bahan Hukum Primer yang termasuk ke dalam penelitian Penyusun 

adalah UUD NRI Tahun 1945, UU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Ibu 

Kota Negara, Naskah Akademik UU IKN, serta peraturan perundang-

 
34 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram-NTB:Matara University Press, 2020). 

Hlm, 46 
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undangan yang berkaitan dengan konsep pemerintahan daerah di 

Indonesia. 

b. Bahan Hukum Sekunder bertujuan untuk penunjang dari data primer. 

Bahan hukum sekunder yaitu jurnal hukum, prinsip hukum, doktrin 

hukum, hasil penelitian hukum yang berkaitan dengan konsep 

pemerintahan daerah di Indonesia. 

c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan non hukum yang terdiri dari teks 

buku hukum, ensiklopedia, kamus dan sebagainya. Bahan non hukum 

penting untuk menunjang dalam proses analisis terhadap bahan 

hukum.35 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan sekaligus paling sesuai 

dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research). Penelitian 

kepustakaan dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), 

baik berupa buku, catatan, jurnal, maupun laporan hasil penelitian 

terdahulu. 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan pada skripsi ini yang berjudul “Ambiguitas 

Kewenangan Kepala Otorita Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Daerah 

Khusus Ibu Kota Nusantara Perspektif Siyasah Dusturiyyah”, maka sistematika 

penulisan yang digunakan sebagai berikut: 

 
35 Ibid., hlm. 60 
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BAB I PENDAHULUAN, meliputi latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode 

penelitian, dan sistematika pembahasan  

BAB II KAJIAN TEORI, berisikan teori yang digunakan, dalam hal ini 

penulis menggunakan 2 (dua) teori, yaitu: Konsep Pemerintahan Daerah, dan 

Siyasah Dusturiyyah. Konsep Pemerintahan Daerah terbagi lagi menjadi 

beberapa sub bab, yaitu: Konsep otonomi daerah, dan Asas Penyelenggaran 

Pemerintah Daerah (Asas Desentralisasi, Asas Dekonsentrasi, dan Tugas 

Pembantuan). 

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG IBU KOTA NEGARA, 

berisikan bentuk Pemerintahan Daerah Khusus IKN, Kewenangan Badan 

Otorita IKN dan Kepala Otorita IKN, serta berisikan tentang Struktur 

Pemerintahan Daerah IKN.  

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, yang berisi 

uraian data penelitian, sekaligus analisa peneliti terhadap data-data atau bahan-

bahan hukum sesuai dengan permasalahan yang dikaji pada peneliti ini. 

Terdapat 2 (dua) hasil pembahasan dalam penelitian ini. Pertama, Kewenangan 

Kepala Otorita dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah khusus Ibu Kota 

Nusantara ditinjau dari konsep pemerintahan daerah. Kedua, Tinjauan Siyasah 

Dusturiyyah mengenai Kewenangan Kepala Otorita dalam menyelenggarakan 

pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara. 

BAB V PENUTUP, merupakan bab akhir dalam penulisan penelitian ini 

yang berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah uraian peneliti 
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mengenai hal-hal yang dapat disimpulkan berdasarkan pembahasan serta 

analisa yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya. Sedangkan saran berupa 

rekomendasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan sesuai, dengan hasil 

kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya.
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam bab-bab terdahulu mengenai 

kewenangan kepala otorita dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus 

IKN, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:  

1. Kewenangan Kepala Otorita dalam menyelenggarakan Pemerintahan 

Daerah Khusus IKN ditinjau dari Otonomi Daerah dan Asas 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Bentuk Pemerintahan Daerah IKN 

adalah daerah khusus yang bercorak daerah administrasi, karena statusnya 

sebagai daerah administrasi maka Pemerintahan Daerah Khusus tidak dapat 

menjalankan otonomi daerah dan asas desentralisasi, hanya bisa 

menjalankan asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan. Disamping itu 

Kepala Otorita selaku kepala daerah yang menyelenggarakan pemerintahan 

daerah khusus IKN perlu direposisi menjadi setingkat Gubernur 

berdasarkan hubungan pusat dan daerah, karena statusnya sebagai kepala 

daerah administrasi maka dalam proses pengisian jabatan Kepala Otorita 

diangkat dan ditunjuk langsung oleh Presiden tidak bertentangan dengan 

prinsip-prinsip Pasal 18 ayat (4) UUD NRI. Perihal ketiadaan DPRD maka 

DPR akan menjadi lembaga perwakilan di wilayah IKN. 

2. Kepala Daerah/Gubernur dalam Siyasah Dusturiyyah disebut Amir, 

sedangkan Menteri disebut Wazir. Dalam Siyasah Dusturiyyah tidak 

mengenal posisi Amir yang setingkat dengan Wazir, sehingga kedudukan 
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Kepala Otorita setingkat dengan Menteri juga perlu direposisi setingkat 

dengan Gubernur berdasarkan Siyasah Dusturiyyah. Mekanisme 

pengangkatan Amir dapat diangkat langsung oleh Khalifah atau Wazir 

Tanfwidhi, sehingga mekanisme pengangkatan Kepala Otorita diangkat dan 

ditunjuk langsung oleh Khalifah telah sesuai dengan prinsip-prinsip siyasah 

dusturiyyah. Dalam siyasah dusturiyyah tidak mengenal konsep DPRD, 

karena fungsi legislasi atau kekuasaan membuat dan menetapkan hukum 

diberikan kepada Al-Sultah Al-Tasyri‟Iyah yang hanya terletak di 

pemerintahan pusat, sehingga ketiadaan DPRD tidak bertentangan dengan 

nilai-nilai Siyasah Dusturiyyah.  

B. Saran 

Berdasarkan uraian permasalahan dan hasil yang didaparkan, maka penulis 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. DPR selaku lembaga legislasi yang membuat Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2022 atau IKN perlu memperjelas bentuk daerah baru yang 

terkandung dalam pemerintahan daerah khusus IKN. Karena sejauh ini kita 

hanya mengenal Daerah Otonom dan Daerah Administratif, sehingga perlu 

kiranya bentuk baru yakni “daerah” yang diberi kewenangan khusus ini 

memiliki hak dan kewajiban seperti apa. Menimbang semua keambiguan 

kepala otorita dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah khusus IKN 

bermula dari keambiguan status wilayah IKN. 

2. Melakukan revisi UU IKN dan mengatur ulang kedudukan Kepala Otorita 

yang awalnya setingkat dengan menteri menjadi setingkat dengan Gubernur. 
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Hal ini akan menghilangkan keambiguan Kepala Otorita dalam 

menyelenggarakan pemerintahan daerah khusus IKN.   
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